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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
% w7 TOANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
- 5, NOMOR : 0056/SD/06/X11/2024
TENTANG " oAMmTe
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
"SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 71 BIHULO"
DESA BONTO LEMPANGAN, KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

e S .

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Nanimbang 1 3. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertibriyz
pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin  Operasional Pendirian dan
Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menangah Pertama;

b Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depzariamen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3574/GA/KL/2009 tanggal 22 Okcber
2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Dinas Pendidikan Kabupzten Sinjai Nomor ©
40304571 tanggal 07 November 2009 yang deberikan Kepada Sekolah Dasar Negeri 130. 79
Desa Bonto Lempangan Kecamatan Sinjai Barat,

c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Homor
Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Satuzn Pendidikan -
berubah Nomenklatur menjadi SD NEGERI NO. 71 BIHULO;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandzng
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayznzn
Terpadu Satu Pintu Kabupalen Sinjai tentang Izin Operasional Pendirizn Sekolzh “SD
NEGERI NO. 71 BIHULO", Bonto Lempangan, Kecamatan Kecamatan Sinjzi Barat,

Mengingat - 1. Undsng-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembarzn
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembzran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubiix
Indonesia Nomor 4301);

3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik (Lemparzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republix
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembzran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambzhzn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiix
indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintzhan (Lembarzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5601);

8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomer 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor S608);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Persturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidkan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5157);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
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11, Paraturan Pomarintah Nomor 13 Tehun 2016 tantaneg Parabatian Vadius Mas Peraturan
Pamonntah Nomor 19 Tahun 2000 tantang Siandar Hasionsl Pendidivan (Latmbaran Negara
Rapublilc Indonosin Tahon 2010 Nomor 112, Tarmbinhan L ambaean Megata Bopoblic
Indonasia Nomor 6670);

12, Poraturan Mantort Dalam Mogert Momor 136 Tabun 2017 terdaty Petiyelanggataan
Palayanan Tarpadu Gatu Pintu Dastah (Lembatan Heagara Papubliv Indonasia Tahun 2017
Nomor 1950),

13, Paraturan Mantsrl Dalam Neger Momar 20 Tahun 2000 tsritang Pedoman Organsasi dan
Tata Korja Unit FPalayanasn Porizinan Torpadu o Dastab,

14, Paraturan Manterd Dalam Negerl Nomor B0 Tahun 2016 tentsng Permbantukan Prodik
Hukum Daorah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Homor 2036);

16, Paraturan Daerah Nomar 13 Tahun 2014 tentang Penyslenggaraan Pendidivan (Lermbaran
Dacrah Kabupaten Sinjal Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dastah Kabupaten
Sinjal Nomor 74);

16.  Poraturan Dasrah Nomor & Tahun 2016 tontang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ginjal (Lembaran Dasrah Kabugstan Sinjai Tabun 2016 Momor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatsn Sinjal - Momor 93),

17, Peratran Bupati Sinjal Momor 10 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan
Parizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjui (Berita Diersh Katupaten Sinjai Tatun 2018 Homor 10),

18. Peraturan Bupati 8injal Nomor 23 Tahun 2016 temang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berta Dasrah Kabupaten Singai [ahun 2018 Notnor 23); )

19. Peraturan Bupati Sinjal Nomor 6 Tahu 2018 tentang MNomor Urut/Nomenklatur Tingkat
Satuan Pendidikan Sekolah Msnengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2019 Nomor 5); .

20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupa_t:
SinjJai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknig
Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10,

Memperhatikan : 1.  Permohonan Kepala Sckolah *SD NECERINO, 71 BIHULO" Momor © 421.2/C4/04. ISDMN.71,
Tanggal 11 November 2024 perhal Permohonan Penerbitan 1zin Operasional Sekolah;

2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Homor © TT/5965/Disdik, Tangyal

04 Desember 2024, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali Izin Operasional

Penyelenggaraan,
MEMUTUSKAN

Menetapkan 2

Kesatu - Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada :
Nama lembaga : SD NEGERI NO. 71 BIHULO
Alamat Lembaga @ JI. Tana Toa, Bonto Lempangan,

Kecamatan Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.

Kedua : |zin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebut aktif menjalankan kegiatan sebagai lembaga
pendidikan;

Ketiga . Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan mulai beraku sejak langgai dilelapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 10 Desember 2024
a.n, BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS,
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LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011201990031002

Tembusan ;

1, Bupati Sinjai;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
3. Arslp.
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